Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth.:

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementrian  Pendidikan dan  Kebudayaan  Nomor
4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spekerum Keahiian Pendidikan
Menengzah Kejuruan;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 tahun 2015 teniang
Prosedur Perdirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga
Pendidikan di Jawa Barat.

1. Surat Permohonan Kepala SMK Negeri 1 Cikarang Barat Kabupaten
Bekam Htomm' 800/415/SMKN.1/2017 tanggal 07 Agustus 2017

tentanng Pemge_rian USB SMKN 3 Cikarang Barat

Penem Mﬂwﬂi _3_ Cﬂmrang Barat Kabupaten Bekasi;
3. Sum?enmmw Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan

fitayah  if Nomor 800/1675/BF3 Wilayahil/2017 Tanggal 8
Agustus 2017 tenmng Penegemn SMK Negeri 3 Cikarang Barat

Kabupaten Bekasi. _

Pendirian Seimian Menengah Kejuruan Negeri 3 Cikarang Barat
Kabupaten Bekasi mg b&rlokasn di Desa Telaga Murni, Kecamatan
Cikarang Baraf, Kabupaten Bekasi;

Sehuhumndengan dﬂmm; KESATU diatas, Kompetensi Keahlian yang
dibukaadalah:

a Bisais Kontruksi dan Properti

b. Teknik Jaringan Teraga Listrik

¢ Tekﬁk?emmmnmmmn

L

Sehubungan dengan peniapan kegiatan akademis sebelum unit sekolah

* baru mandiri pengelolaannya menjadi binzan dari SMK Negeri 1
* Cikarang Barat Kabupaten Bekasi sesuai kewenangannya dengan
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
seperiunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 Feoouvarn 2018

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Kenala Ralai Pelavanan dan Peneawasan Pendidikan Wilayah II;



Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DAERAH PROVINS! JAWA BARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan D Mm&’! MNo. 6 Tm (€22} 4254810 FHX 22} 4264881
- BANDUNG wo1rey

1. bahwa éaiam np@ﬁ m%mngkatkm pelayanan dan pemeraiaan
penﬁzdskan di Proviast Jawa Barat perls didirkan lembags
pendidikan baru;

Z. bahwa untuk mendirikan Sekolah Mepengab Kejuruan (SMK) baru
y:ang éﬁmlz}k m ?ezmmmh Daerzh Provinsl fawa Barat periu

egeri periu apian seiwiah pembina yang bertugas untuk
AL mﬁﬁmwﬁﬁa’h bara,

1. Undapg-andang Republik Indonesia Nomor 20 Tabun 2003 tentang
Sistem § kan Masional {Lembar Negara Tabun 2003 Nomor 78,

?amhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Z. Undang-undang Ragtshl:k Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dasrah {Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244
‘Fambahan Lembaran Negara Nomor 5587}

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan
Menengah (imh&m& Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
37, Tambahan Lembaras Negwra Nomor 3413) sebagaimana diubah
dengan ?emmm Pemnnmh Homor 56 Tahun 1988 (Lembaran

- Negara Tahun 1998 Nemor 91. Tambahan Lembaran Negara Nomor
3764); .

4, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

. Lembaran Negara Nomor 4496) schagabmans diubab meniadi
peraturan Pemerintab Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintzh Nomer 19 Tahun 2005
{Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5414} ;

5, Peraturan P‘emarinm* MNemer 18 Tahun Z016 tentang Perangkat
Daerah {Lembaran Hegara Tahun 2016 Nomer 114};

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun
2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubaban, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Haﬁwm& Namor 860;2};2{3&2 ie*scasag
Pedoman Pendirian Sekolah; -




